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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Analisis yuridis dalam peraturan perundang-undangan, telah mengatur 

mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, 

alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-

persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh 

suami yang akan poligami. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, 

mengatur bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang 

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; (a) isteri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) isteri 

tidak dapat melahirkan keturunan.  Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 51 

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa seorang 

suami yang akan mengajukan izin beristeri lebih dari seorang harus 

ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, suami mampu menjamin 

keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dan ada jaminan dari suami akan 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. 
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Dalam pokok perkara nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt seorang suami 

dikabulkan untuk berpoligami di karenakan sang istri yang rela di 

poligami dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi. Bahwa 

berdasarkan dalil-dalil  bukti P2 yang pokoknya menerangkan bahwa 

Pemohon memiliki sebuah rumah dan 2 buah motor serta 

berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta 

rupiah). Sementara dalam perkara nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt , 

seorang suami di tolak berpoligami karena berdasarkan dalil-dalil 

bahwasanya penghasilan dari Pemohon sebagai montir yang memiliki 

penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 

bulannya sedangkan Termohon tidak memiliki pekerjaan, penghasilan 

yang diperoleh oleh Pemohon tersebut apabila diperhitungkan dengan 

pendapatan pada umumnya yang hanya memiliki seorang istri dan dua 

orang anak maka penghasilannya tersebut dirasa tidak akan mencukupi 

kebutuhan hidupnya apalagi keinginan Pemohon yang akan menikah 

lagi dengan perempuan lain dan notabene dari perkawinanya tersebut 

akan melahirkan anak.  

2. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan (Perkara Nomor 

143/Pdt.G/2013/PA Lbt dan Nomor Perkara 433/pdt.G/2013/PA Lbt), 

adalah bahwa pada pokok perkara nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt, 

dimana seorang suami dikabulkan untuk berpoligami karena sang istri 

rela dipoligami dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi. 

Disamping itu, berpenghasilan yang dimiliki pemohon rata-rata setiap 
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bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian alasan 

utama sang pemohon bahwasanya termohon (istrinya) berdasarkan 

surat pernyataan Termohon bahwa Termohon sudah sakit-sakitan 

sehingga tidak sanggup lagi merawat Pemohon. 

Sementara pada pokok perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt adalah 

bahwa pada pokok perkara No 433, dimana penghasilan dari Pemohon 

sebagai montir yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan perkara ini pemohon juga 

mendalilkan termohon sudah tidak bersedia lagi untuk memiliki anak 

dan termohon sudah tidak dapat lagi melayani kebutuhan bathin,  yang 

menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak izin poligami. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa 

saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1. Pemohon diharapkan lebih memikirkan kembali izin berpoligami 

karena pertimbangan masa depan anak anak. 

2. Perlu adanya pemahaman terkait adanya izin poligami bagi generasi 

mendatang agar pernikahan tidak sekedar memenuhi kebutuhan 

biologis semata, namun lebih dari sekedar itu bahwa pernikahan adalah 

amanah yang harus dijaga dan dirawat keberlangsungnnya demi 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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